BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2014

KEMENKEU. Penerimaan Negara. Elektronik.
Sistem.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 32/PMK.05/2014
TENTANG

SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menyempurnakan
penatausahaan dan pertanggungjawaban
penerimaan negara, perlu menerapkan sistem
penerimaan negara secara elektronik dengan
memanfaatkan sistem teknologi informasi;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas negara,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM

PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

10.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
Menteri Keuangan.

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar
seluruh pengeluaran negara.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada Bank Sentral.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Bank Indonesia.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN
Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah
badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di
daerah yaitu sentral giro/sentral giro gabungan/sentral giro gabungan
khusus serta Kantor Pos.

Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat
untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos
Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan
negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara
menggunakan surat setoran elektronik.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN
adalah wunit eselon Il pada kantor pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut
KPPN Khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi
diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan,
dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan
umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan,
revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui
secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah
pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem dan
proses bisnis penatausahaan penerimaan negara pada bank/pos
persepsi atau bank umum/devisa atau badan/lembaga yang
mengajukan permohonan untuk menjadi bank/pos persepsi dengan
persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN
adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara
yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh
sistem settlement.

Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor
bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh
bank sebagai Bank Persepsi.

Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor
bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh
Kantor Pos sebagai Pos persepsi.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi
penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana
administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat
setoran.

Laporan Harian Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat
LHP Elektronik adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat
oleh Bank/Pos Persepsi dalam bentuk arsip data komputer.

Sistem Settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian
proses pembayaran dan pemberian NTPN.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk
melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk
melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan
penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.

CA Only adalah penerimaan negara yang catatan transaksi dan
uangnya berada di Bank/Pos Persepsi.

Settlement Only adalah transaksi penerimaan negara yang tercatat
pada Sistem Settlement (mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat
pada data penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Biller adalah Unit Eselon | Kementerian Keuangan yang diberi tugas
dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem
billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi
seluruh Penerimaan Negara yang disetorkan yang diterima melalui
Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.

Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata
uang rupiah dan mata uang asing.
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BAB III
PENUNJUKAN BANK/POS PERSEPSI
Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik,
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran
Penerimaan Negara melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam
bentuk:

a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya.

Sarana layanan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disediakan oleh Bank/Pos Persepsi.

Pasal 4

Bank umum/Kantor Pos yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Pos
Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia;

b. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua
belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum;

c. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik
Indonesia;

d. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan
pengelolaan setoran Penerimaan Negara yang diterima;

e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan
sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Republik
Indonesia,;

f.  lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan

g. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi
dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN
Pusat.

Direktur Utama bank umum/Kantor Pos yang berminat untuk
ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN
Pusat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. Salinan akte pendirian/izin  beroperasi sebagai bank
umum/Kantor Pos;
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